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A. Model Saat Ini 
Pertisipasi dalam pendidikan dasar diukur dengan skala 1—4. Partisipasi 
masyarakat diukur melalui indikator komunikasi, pembuatan keputusan, aksi, dan 
kolaborasi. Partisipasi warga sekolah diukur melalui indikator kepemimpinan 
yang efektif, peran guru, kelengkapan fasilitas sekolah, dan layanan pegawai. 
Partisipasi orang tua dan keluarga diukur melalui indikator mengawasi, 
membimbing, memotivasi, dan mengarahkan. Partisipasi Anak diukur melalui 
indikator keterlibatan PKBM, kesempatan. Hasil pengukuran di wilayah 
pedalaman, pinggiran dan perkotaan mendapatkan hasil sebagai berikut. 
1. Model manajemen partisipasi pendidikan dasar di daerah pendalaman 
Partisipasi masyarakat pedalaman dalam pendidikan dasar masih rendah. 
Hasil pengukuran mendapatkan skor rata-rata kurang dari 2,5 pada skala 1—4. 
Partisipasi anak dan orang tua menunjukkan skor paling rendah bila ditinjau dari 
skor hasil pengukuran. 
Berdasarkan hasil pengukuran di atas dan wawancara yang telah dilakukan, 
model manajemen partisipasi pendidikan dasar di daerah pedalaman digambarkan 



































Gambar 10. Manajemen Partsipasi Pendidikan Dasar di Pedalaman 
 
 
Gambar tersebut menunjukkan output manajemen peningkatan partisipasi 
pendidikan dasar di pedalaman sangat rendah yaitu: (a) pendidikan tidak berjalan 
(hanya di pusat distrik). (b) Anak dibiarkan tidak sekolah. (c) Pendidikan belum 
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menjadi kebutuhan pokok. (d) Guru tidak befungsi baik. (e) Kepala sekolah lebih 
banyak di luar tempat tugas. (f) Bangunan sekolah tidak dipergunakan. Hal ini 
karena fungsi manajemen peningkatan partisipatif tidak berjalan baik seperti 
berikut. 
a. Perencanaan 
Masyarakat dan orang tua tidak dilibatkan dalam penetapan tujuan; 
pemahaman visi, misi, tujuan, dan pembuatan program pendidikan. Mereka belum 
menerima pendidikan sebagai kebutuhan pokok sehingga kurang berpartisipasi, 
hasil pengukuran menunjukkan partisipasinya pada kisaran 3% —6%. 
Warga sekolah dan peserta didik yang berpartisipasi dalam perencanaan 
lebih tinggi dibanding masyarakat dan orang tua. Mereka sudah terlibat dalam 
pengambilan keputusan dan visi misi sekolah dan aspek lainnya. Namun, meski 
sudah terlibat dalam semua aspek perencanaan, partisipasinya masih tergolong 
rendah ditinjau dari persentase keterlibatanwarga sekolah yakni kisaran 38% dan 
peserta didik 27%.  
b. Pelaksanaan 
Komunikasi masyarakat dan orang tua dengan pihak sekolah belum terjalin 
lancar. Keadaan ini menyebabkan minim partisipasi, masyarakat belum terbiasa 
atau tidak menyediakan sumbangan sukarela tenaga, biaya, dan fasilitas kepada 
warga sekolah. Kepemimpinan kepala suku dan kepala sekolah yang otoriter; dan 
tidak ada koordinasi antara warga sekolah dengan masyarakat dan orang tua. 
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Keadaan tersebut menandakan tingkat partisipasi mereka masih rendah. 
Hasil pengukuran menunjukkan kurang dari 40%, menginterpretasikan partisipasi 
rendah dalam pelaksanaan pendidikan dasar. 
c. Pengawasan  
Pengawasan terhadap pelaksanaan program belum bisa berjalan karena pada 
tahap perencanaan dan pelaksanaan belum berpartisipasi secara optimal: (1) 
masyarakat dan orang tua tidak terlibat; (2) tidak ada evaluasi terhadap penilaian 
kerja masyarakat, demikian juga penilaian kinerja terhadap warga sekolah sebab 
sekolah tidak berjalan; dan (3) tidak ada program perbaikan karena sarana 
prasarana tidak dipergunakan. Hasil pengukuran mendapatkan kurang dari 30%, 
menginterpretasikan partisipasi yang rendah. 
Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa, manajemen 
partisipasi pendidikan dasar di daerah pedalaman sangat rendah, sebab masyarakat 
dan orang tua tidak dilibatkan dalam keputusan kebijakan pelaksanaan pendidikan 
dasar di daerah pedalaman.  
Output yang dihasilkan dari model partisipasi pendidikan dasar di 
pedalaman adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan tidak berjalan (hanya di pusat 
distrik). 2. Anak dibiarkan tidak sekolah. 3. Pendidikan belum menjadi kebutuhan 
pokok. 4. Guru tidak befungsi baik. 5. Kepala sekolah lebih banyak di luar tempat 
tugas. 6. Bangunan sekolah tidak dipergunakan.   
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2. Model manajemen partisipasi pendidikan dasar di daerah pinggiran 
Partisipasi masyarakat pinggiran dalam pendidikan dasar termasuk moderat. 
Hasil pengukuran mendapatkan sekor rata-rata lebih dari 2,5 pada skala 1—4, 
menandakan moderat. Partisipasi anak menunjukkan lebih rendah dibanding 
partisipan kelompok lain, terukur kurang dari 2,5. 
Berdasarkan hasil pengukuran di atas dan wawancara yang telah dilakukan, 
model manajemen partisipasi pendidikan dasar untuk daerah pinggiran dapat 





















Gambar 11. Model Manajemen Partisipasi Pendidikan Dasar di Pinggiran 
 
a. Perencanaan 
Masyarakat dan orang tua di wilayah pinggiran berpartisipasi dalam 
perencanaan pendidikan cukup baik. Mereka berhasil memahami cukup jelas 
tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran pendidikan di sekolah; orang tua dan 
masyarakat merasa pendidikan sebagai kebutuhan pokok; orang tua dan 
masyarakat belum terlibat secara aktif dalam program-program pendidikan di 
sekolah. 
Tingkat partisipasi mereka termasuk moderat bila ditinjau dari hasil 
pengukuran yang mendapatkan persentase pada kisaran 50%. Maka bila 
dibandingkan dengan masyarakat pedalaman, mereka yang dari pinggiran 
menunjukkan lebih berpartisipasi. 
b. Pelaksanaan 
 Orang tua, masyarakat, dan peserta didik terlibat cukup intens dalam 
berbagai kegiatan pendidikan dari warga sekolah. Orang tua dan masyarakat 
bersedia menyumbangkan tenaga, tetapi masih mengalami hambatan dalam biaya, 
ada cukup partisipasi masyarakat dan orang tua untuk menyediakan fasilitas bagi 
warga sekolah (rumah guru), kepemimpinan kepala kampung dan kepala sekolah 
lebih bersifat demokratis. 
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Partisipasi dalam pelaksanaan secara persentase mencapai kisaran 60%, 
menandakan berada pada tingkat lebih tinggi dari moderat. Partisipasi koordinasi 
dalam pelaksanaan terskor lebih tinggi, menandakan terbangun kerja sama yang 
baik. 
c. Pengawasan 
 Partisipasi dalam pengawasan dapat terlaksana dengan menilai pekerjaan 
yang sedang berjalan, seperti pembangunan ruang sekolah, rumah guru, wc, dan 
lingkungan; evaluasi lebih banyak terlaksana pada warga sekolah, dan sering ada 
perbaikan terhadap sarana prasarana sekolah yang rusak secara sukarela.  
Partisipasi dalam pengawasan secara persentase mencapai kisaran 60%, 
menandakan lebih tinggi dari moderat. Partisipasi orang tua terukur lebih tinggi 
dibanding masyarakat, warga sekolah dan peserta didik, menandakan partisipasi 
lebih intens. Sekaligus menginterpretasikan kepentingan yang lebih tinggi. 
Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa, manajemen 
partisipasi pendidikan dasar di daerah pinggiran sudah berjalan secara moderat. 
Warga sekolah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat, berpartisipasi sejak dari 
perencanan hingga pengawasan. Hal ini cukup tampak menurut data hasil 
wawancara, tetapi dalam pengukuran deskripsi hasil angket menunjukkan bahwa, 
manajemen peningkatan partisipasi pendidikan dasar di wilayah pinggiran 




Merujuk kepada hasil data analisis angket dan wawancara tersebut dapat 
disimpulkan bahwa peran yang lebih banyak menentukan partisipasi pendidikan 
dasar di daerah pinggiran kota adalah aspek partisipasi orang tua, warga sekolah 
dan peserta didik, sedangkan aspek masyarakat kurang (sudah terwakilkan 
sebagian oleh orang tua siswa). Fenomena tersebut masih membutuhkan 
peningkatan dengan sebuah model manajemen partisipasi pendidikan dasar yang 
lebih efektif, agar peran semua pihak dapat terakomodir. Untuk meningkatkan 
partisipasi pendidikan dasar di daerah pinggiran dapat ditunjang oleh input 
sebagai berikut. (1) keputusan bersama; (2) visi, misi, tujuan sasaran sekolah; (3) 
peserta didik; (4) tenaga pendidik & kependidikan; (5) kurikulum; (6) kalender 
kegiatan pendidikan; (7) biaya; (8) administrasi; (9) program; dan (10) partisipasi 
masyarakat sekolah.  
Output yang dihasilkan oleh manajemen peningkatan partisipasi 
pendidikan dasar di daerah pinggiran adalah sebagai berikut. (1) ada pemahaman 
orang tua tentang pentingnya pendidikan, (2) anak termotivasi untuk ke sekolah; 
(3) APS semakin berkurang; (4) guru aktif mengajar; (5) prestasi belajar siswa 
meningkat; (6) partisipasi masyarakat/orang tua cukup tinggi; (7) kepemimpinan 
kepala kampung dan kepala sekolah lebih bersifat demokratis.  
 
3. Model  manajemen partisipasi pendidikan dasar di daerah perkotaan 
Partisipasi masyarakat perkotaan dalam pendidikan dasar termasuk cukup 
tinggi. Hal ini terlihat dari hasil pengukuran yang mendapatkan skor rata-rata 
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lebih dari 2,7 pada skala 1—4. Partisipasi orang tua dan anak menunjukkan lebih 
tinggi dibanding partisipan kelompok lain, terukur pada kisaran 3  
Berdasarkan hasil pengukuran di atas dan wawancara yang telah dilakukan, 
model manajemen peningkatan partisipasi pendidikan dasar di daerah kota 





































Masyarakat, orang tua, warga sekolah, dan anak berpartisipasi cukup tinggi 
dalam perencanaan pendidikan dasar. Mereka terlibat dalam keputusan bersama 
tentang pengembangan pendidikan dasar, arahan visi, misi, tujuan, dan sasaran 
sekolah. Mereka sudah menerima pendidikan sebagai hal yang penting untuk 
peningkatan taraf hidup yang lebih baik, pendidikan dilihat sebagai suatu 
kebutuhan pokok, berbagai program disusun dan disepakati bersama. 
Tingkat partisipasi mereka secara persentase terukur pada kisaran 70%, 
menandakan partisipasi yang cukup tinggi dalam pengambilan keputusan, 




Komunikasi intesif kepada semua pihak yang terlibat dalam program 
tersebut berjalan dengan baik. Sekolah memiliki sumber daya terampil dengan 
jumlah mencukupi,  biaya baik dari orang tua maupun dari pemerintah pusat dan 
daerah, dan sarana prasarana yang memadai baik dari pemerintah dan orang tua 
murid (masyarakat). Kepemimpinan kepala sekolah lebih demokratis dan fleksibel 
dalam mendorong dan mengoordinasi semua warga sekolah dan komite sekolah, 
orang tua dalam upaya memberi motivasi kepada peserta didik untuk rajin 
bersekolah, dan para guru untuk selalu menyiapkan RPP dalam proses belajar 
mengajar. Tingkat partisipasi mereka secara persentase terukur lebih dari 66%, 
menandakan partisipasi cukup tinggi. 
 
c. Pengawasan 
Pada tahap pengawasan dilakukan penilaian terhadap pencapaian program 
baik yang menjadi tanggung jawab orang tua (masyarakat) terhadap pembangunan 
fisik; melakukan penilaian kinerja terhadap guru; ada program peningkatan baik 
terhadap sarana prasarana maupun terhadap tenaga pendidik. 
Partisipasi dalam pengawasan secara persentase lebih dari 65%, menandakan 
cukup tinggi. Persentase terlihat merata pada semua partisipan, menandakan 
sama-sama berkepentingan dalam pengawasan. 
Hasil-hasil di atas, keadaan model pendidikan di pedalaman, pinggiran, dan 
kota telah memberi suatu gambaran menyeluruh yang menjadi potret partisipasi 
pendidikan dasar di Kabupaten Manokwari Selatan. Dapat digarisbawahi bahwa 
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manajemen partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Manokwari Selatan secara 
umum sudah berjalan, tetapi belum efektif, karena partisipasi dari keempat aspek 
penentu berhasil tidaknya peningkatan partisipasi pendidikan dasar di Kabuapaten 
Manokwari Selatan masih di bawah moderat kecuali daerah kota yang sudah 
cukup baik. Oleh sebab itu, ada indikasi kuat untuk menyatakan bahwa 
manajemen partisipasi pendidikan dasar tidak efektif dan belum merata karena 
hal-hal sebagai berikut. 
(1) Di daerah pedalaman, aspek masyarakat dan orang tua yang sangat 
menentukan berhasil atau tidaknya peningkatan partisipasi pendidikan dasar 
tidak dilibatkan dalam berbagai fungsi manajemen partisipasi. Akibatnya 
proses aktivitas belajar mengajar tidak berjalan sama seklai, kecuali di pusat 
distrik, tetapi tersendat-sendat.  
(2) Di daerah pinggiran, aspek partisipasi orang tua (masyarakat) sangat 
dominan disertai dukungan warga sekolah yang memotivasi siswa untuk 
rajin ke sekolah cukup baik, sehingga keseluruhan proses belajar mengajar 
berjalan baik. Walaupun masih ada beberapa hambatan seperti biaya yang 
terbatas, sarpras yang belum memadai, dan partisipasi semua pihak belum 
optimal. 
(3) Di daerah kota secara keseluruhan, peranan aspek partisipasi warga sekolah 
lebih tinggi didukung oleh pihak orang tua (masyarakat) dan siswa, dengan 
berbagai sumber daya yang memadai, serta kepemimpinan kepala sekolah 
yang demoktaris dapat mengoordinasi semua aspek partisipasi untuk terlibat 
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secara menyeluruh sesuai perannya masing-masing sehingga tercipta suatu 
manajemen partisipasi yang sangat tinggi dan baik. 
Dari analisis ketiga model manajemen partisipasi tersebut dapat 
disimpulkan bahwa, manajemen partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten 
Manokwari Selatan tidak efektif dan belum merata. Untuk meningkatan 
manajemen partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Manokwai Selatan yang 
efektif dan merata, maka perlu suatu rancangan model manajemen peningkatan 
partisipasi pendidikan dasar yang efektif yang dapat dilaksanakan secara 
menyeluruh ke seluruh wilayah Kabupaten Manokwari Selatan. 
 
B. Model Pengembangan 
Model manajemen partisipasi pendidikan dasar yang efektif (M2PD) 
tersebut adalah model yang dirancang melalui aspek-aspek berikut. 
 
 
1. Input (Masukan) 
Input terdiri atas:  Pertama Sekolah yang meliputi: (1) visi dan misi; (2) 
tenaga guru dan TU; (3) kalender kegiatan belajar mengajar tahunan; (4) ada 
dana BOS; (5) ada kurikulum; (6) bantuan pemerintah; (7) peserta didik; dan 
(8) partisipasi masyarakat sekolah. Kedua Daerah yang meliputi: (1) potensi 
lahan pertanian yang cukup memadai untuk peningkatan hidup ekonomi 
masyarakat; (2) daerah wisata yang dikenal dengan Gunung Botak yang dapat 
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meningkatkan pemasukan daerah; (3) jenis satwa yang cukup terkenal untuk 
dikembangkan baik dari sisi pendidikan maupun komersial; (4) adanya anak-
anak usia sekolah 7–‒15 tahun; (5) dukungan pemerintah daerah melalui 
pengadaan sarana prasarana berupa bagunan fisik sekolah yang cukup 
memadai; (6) perkebunan yang cukup potensial untuk dikembangkan seperti 
kakao; dan (7) sektor pertenakan yang cukup potensial dikembangkan di 
wilayah kabupaten. 
2. Proses 
Proses terbagi menjadi tiga prinsip dasar manajemen yaitu: perencanaan 
(planning), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling) yang 
masing-masing dianalisis sebagai berikut. 
a. Perencanaan 
Perencanaan merupakan kegiatan awal yang meliputi: 1) Penetapan tujuan 
yang mengacu kepada kebaikan masyarakat dan orang tua (umum) dan tujuan 
internal yang mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan di sekolah yang 
memberi kebaikan bagi guru dan peserta didik; 2) penentuan strategi, 
kebijaksanaan, program, prosedur, metode, sistem, anggaran dan standar, yang 
dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan lebih banyak terlibat 
dalam fungsi ini (Handoko, 2015).  Menurut model manajemen partisipasi 
pendidikan dasar yang dikaji pada penelitian ini perencanaan meluputi unsur-




a) Tujuan  
Penetapan tujuan berdasarkan partisipasi warga sekolah. Visi, misi, 
tujuan dan sasaran program dalam menyusun perencanaan strategis sekolah 
adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau 
arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya 
(termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan dari 
organisasi tersebut (Amrullah, 2010). Akdon (2006) menyatakan bahwa, 
langkah-langkah perencanaan strategis terdiri atas: (a) perumusan visi, misi 
dan nilai-nilai; (b) telaah lingkungan strategis, yang terdiri atas analisis 
lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal; (c) analisis strategis dan 
kunci keberhasilan; dan (d) rencana strategis yang terdiri atas perumusan 
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan suatu 
organisasi.Visi dan misi merupakan landasan awal dalam merumuskan 
perencanaan strategis. Visi memberikan imajinasi/gambaran masa depan suatu 
organisasi, ia berperan sebagai pemberi arahan dan motivasi anggota 
organisasi. Misi adalah penjabaran dari visi yang memberikan 
produk/pelayanan kepada publik. Misi berperan untuk mengenalkan para 
anggota organisasi terhadap peran dan fungsi mereka. 
b) Keputusan  
Keputusan yang dimaksud di sini berkaitan dengan kebijakan pendirian 
sekolah baru. Handoko (2015) menyatakan bahwa pembuatan keputusan 
untuk pengembangan pendidikan dasar menggambarkan proses manajemen 
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menyangkut perencanaan tujuan yang hendak dicapai, sumber daya-sumber 
daya yang akan digunakan, dan proses itu melibatkan manager dalam 
serangkaian situasi pembuatan keputusan. 
Data hasil wawancara menunjukkan bahwa keputusan pendirian dan 
pembangunan sekolah baru khususnya di daerah pedalaman, masyarakat dan 
orang tua kurang dilibatkan, sehingga partisipasi pendidikan dasar tidak 
berjalan baik. Theresia (2014) menyatakan bahwa untuk mengukur 
keberhasilan proses pembangunan berbasis masyarakat, diukur dengan 
idikator-indikator partisipasi masyarakat yang meliputi keterlibatan, 
kesukarelaan, dan lingkup kegiatan yang dilakukan secara partisipatif. Senada 
dengan PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang bentuk-bentuk partisipasi pada butir 
yang menyangkut keputusan adalah pemeberian bantuan dalam bentuk kerja 
sama, pendirian, dan penyelenggaraan pendidikan.  
Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk 
berdirinya sekolah baru amat penting agar ada rasa tanggung jawab dari pihak 
masyarakat dan orang tua untuk membantu kelancaran proses belajar 
mengajar di sekolah, dan mendorong anak untuk rajin ke sekolah. 
c) Analisis Kebutuhan 
Gagalnya pendidikan di daerah pedalaman Kabupaten Manokwari 
Selatan karena pendidikan yang dikembangkan di daerah pedalaman tidak 
dirumuskan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, akibatnya gedung 
sekolah yang dibangun tidak dimanfaatkan. Lagi pula, kondisi hidup 
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masyarakat yang berpindah-pindah perlu dipertimbangkan. Keluarga adalah 
lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga mempunyai peranan 
dalam prestasi belajar siswa. Peran keluarga adalah sebagai lembaga 
pendidikan dan partisipasi warga sekolah memengaruhi minat belajar siswa. 
Keluarga juga merupakan sumber pendidikan utama, karena segala 
pengetahuan dan kecerdasan intelektual manusia diperoleh pertama-tama dari 
orang tua dan anggota keluarga sendiri. Pada dasarnya para orang tua ingin 
membantu anaknya dalam belajar, baik dalam penyediaan sarana dan 
prasarana maupun membantu kesulitan yang dialami anaknya dalam proses 
belajar. Perhatian orang tua merupakan salah satu faktor yang memengaruhi 
kondisi belajar anak (Slamet, 1995:61). Namun demikian, perhatian dan 
bantuan yang diberikan oleh para orang tua kepada anaknya berbeda satu 
dengan yang lain. Hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang 
tua masing-masing. Orang tua yang berpendidikan lebih tinggi diharapkan 
dapat memberikan sumbangan yang lebih bermakna kepada pendidikan putra-
putrinya, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap prestasi belajar putra-
putrinya. Orang tua yang dapat mendidik anaknya dengan baik, diharapkan 
prestasi belajar anaknya lebih baik. Sebaliknya, orang tua yang acuh tak acuh, 
anak tidak disuruh belajar, tidak menyediakan alat belajar, prestasi belajarnya 
akan tidak memuaskan. Kesadaran orang tua tentang pentingnya perhatian 
yang ditujukan pada keberhasilan anaknya dalam belajar memerlukan 
pengarahan yang nyata dalam mengikuti aktivitas anak untuk keberhasilan 
231 
 
belajar. Aktivitas yang dilakukan orang tua dapat berupa pemberian 
bimbingan dalam belajar, pertanyaan tentang tugas sekolah atau pekerjaan 
rumah, penyediaan fasilitas belajar, membantu kesulitan belajar yang dihadapi 
anak/siswa, memberi pengertian serta mendorongnya belajar. 
Apabila pada rumusan kebutuhan pendidikan dilakukan dan 
melibatkan keluarga dan masyarakat, maka keluarga yang adalah bagian dari 
masyarakat akan bertanggung jawab dan dapat membangun kerja sama 
dengan pihak sekolah, pemerintah untuk kemajuan proses belajar mengajar di 
sekolah, sehingga anak tetap rajin ke sekolah. 
d) Rancangan Program 
Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu, 
dilaksanakan oleh satu instansi pemerintah atau lebih ataupun dalam rangka 
kerja sama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif 
masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam 
perencanaan strategis, program berfungsi untuk menjalankan kebijakan 
strategis yang akan dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata (Akdon, 
2006). 
Program pengembangan pendidikan dasar di Kabupaten Manokwari 
Selatan lebih bersifat proyek daripada suatu program pengembangan 
pendidikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan 
dasar. Oleh sebab itu, pembangunan gedung sekolah dibangun di setiap desa, 
tanpa dianalisis lebih dulu apakah masyarakat atau orang tua sangat 
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membutuhkan pendidikan bagi anak-anaknya. Apakah kondisi hidup 
masyarakat menjamin adanya program pendidikan dasar dilaksanakan di 
kampungnya atau tidak. Kebanyakan program pengembangan pendidikan 
dibangun tanpa perumusan program yang strategis, sehingga tidak ada 
partisipasi yang cukup untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan 
pendidikan dasar dengan efektif. 
b. Pelaksanaan 
 Menurut Terry penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong 
semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan keras untuk 
mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha 
pengorganisasian dari pihak pimpinan. Definisi di atas terlihat bahwa tercapai 
atau tidaknya tujuan tergantung kepada dinamika dan interkasi seluruh anggota 
kelompok masyarakat. Segala kegiatan harus terarah kepada sasarannya, 
mengingat kegiatan yang tidak terarah kepada sasarannya hanyalah merupakan 
pemborosan terhadap ―tenaga kerja, uang, waktu dan materi‖ atau dengan kata 
lain merupakan pemborosan terhadap tools of management. Penggerakan tanpa 
perencanaan tidak akan berjalan efektif karena dalam perencanaan itulah 
ditentukan tujuan, anggaran dana, standar, metode kerja, prosedur, dan program. 
(Sukarna, 2011). Faktor-faktor yang diperlukan untuk penggerakan yaitu: (1) 
kepemimpinan; (2) sikap dan moril; (3) komunikasi; (4) perangsang; (5) supervisi; 
dan (6) disiplin. 
  Adapun unsur-unsur yang merupakan langkah-langkah kegiatan dalam 
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pelaksanaan ini adalah: (a) komunikasi; (b) sumber daya; (c) koordinasi; dan 
(d) kepemimpinan, yang masing-masing unsur dianalisis sebagai berikut. 
a) Komunikasi  
Data hasil wawancara menunjukkan bahwa, kebanyakan orang tua di 
pedalaman kurang memiliki pemahaman tentang pentingnya pendidikan di 
sekolah bagi putra dan putrinya. Selain itu pembangunan sekolah dasar kurang 
melibatkan masyarakat. Untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya 
pendidikan pada pemahaman orang tua perlu adanya partisipasi warga sekolah 
dan propaganda tentang manfaat pendidikan di sekolah kepada orang tua dan 
masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya komunikasi yang 
intensif dengan pihak orang tua dan masyarakat. Handoko (2015) menyatakan, 
komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau 
informasi dari seorang ke orang lain sehingga: (1) membuat seseorang 
mengerti, (2) suatu sarana pengaliran informasi, dan (3) suatu sistem bagi 
terjalinnya komunikasi di antara individu-individu. Holil (1980) menyatakan 
bahwa, komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara 
warga masyarakat dengan pimpinannya, serta antara sistem partisipasi warga 
sekolah di dalam masyarakat dengan sistem di luanya sangat memengaruhi 
partisipasi masyarakat dalam proses partsipasi pendidikan dasar di 
lingkungannya. Melalui komunikasi yang baik dan intensif, akan 
meningkatkan partisipasi masyarakat dan orang tua serta warga sekolah dan 
siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar. Komunikasi 
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yang intensif dapat melibatkan partisipasi orang tua dan masyarakat secara 
proporsional dan profesional dalam mengembangkan perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi sekolah dasar (Rusdiana, 2015). 
b) Sumber Daya 
Partisispasi masyarakat dan orang tua dalam menunjang pengembangan 
pendidikan dasar di Kabupaten Manokwari Selatan masih rendah karena 
kurang dukungan sumber daya dari masyarakat dan orang tua. Slamet (2008) 
menjelaskan bahwa kontribusi yang dapat diberikan oleh masyarakat kepada 
pendidikan antara lain aset finansial, intelektual, moral, tenaga, dan material. 
Selanjutnya ditambahkan kontribusi lain berupa tenaga. Untuk meningkatkan 
partisipasi masyarakat dan orang tua dalam menunjang pendidikan dasar di 
kabupaten Manokwari Selatan, perlu manajemen partisipasi yang dapat 
menggerakkan segala potensi yang ada guna partisipasi yang efektif. 
c) Koordinasi 
Partisipasi masyarakat, orang tua, warga sekolah dan peserta didik 
hanya dapat terwujud apabila adanya koordinasi yang menjamin sistem 
integrasi dan interaksi di dalammnya pembagian wewenang partisipasinya.  
Handoko (2015) menyatakan bahwa koordinasi adalah proses pengintegrasiaan 
tujuan-tujuan dan langkah-langkah kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah 
dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan 
efisien. Dengan sistem koordinasi yang sehat akan mewujudkan kerja sama 
semua kelompok (masyarakat, orang tua, sekolah, dan siswa) dapat saling 
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membantu dalam peningkatan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten 
Manokwari Selatan. 
d) Kepemimpinan  
Manajemen partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Manokwari 
Selatan tidak berjalan efektif dan efisien karena belum ada kerja sama antara 
semua kelompok (masyarakat, orang tua, warga sekolah, dan siswa), oleh 
karena kepemimpinan, khususnya di daerah pedalaman sangat ditentukan oleh 
sikap kepemimpinan kepala suku yang merasa berhak atas dana BOS dan 
enggan bersahabat. Handoko (2015) menyatakan bahwa pengarahan (leading) 
yaitu cara untuk membuat semua pihak dapat berkerja sama untuk mencapai 
tujuan bersama. Maka diperlukan sikap pemimpin yang dapat memberi 
pengarahan (directing), memengaruhi (influencing), dan memotivasi 
(motivating) kelompok-kelompok tersebut untuk bekerja sama untuk mencapai 
tujuan bersama. 
Model manajemen partisipasi pendidikan dasar yang efektif akan 
membantu sikap kepemimpinan kepala suku dan para kepala sekolah untuk 
dapat berkolaborasi dalam mengarahkan, memengaruhi dan memotivasi 
berbagai pihak untuk dapat saling bekerja sama dalam mewujudkan 
pendidikan dasar di Kabupaten Manokwari Selatan secara efektif dan efisien. 
c. Pengawasan  
Rendahnya partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten manokwari 
Selatan disebabkan sistem pengawasan tidak berjalan. Akibatnya, guru tidak 
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hadir di sekolah berbulan-bulan, kepala sekolah lebih sibuk mengurus dana 
BOS, orang tua tidak memberi dukungan anak bersekolah, masyarakat tidak 
peduli dengan sekolah yang sudah dibangun di kampung. Oleh sebab itu, perlu 
adanya sistem manajemen yang sangat kuat untuk menjalankan fungsi 
pengawasan terhadap partisipasi semua pihak. Handoko (2015) menyatakan 
fungsi manajemen pengawasan meliputi empat aktivitas yaitu: (1) menentukan 
standar prestasi; (2) mengukur prestasi yang telah dicapai selama ini, (3) 
membandingkan prestasi yang telah dicapai dengan standar prestasi, dan (4) 
melakukan perbaikan jika ada penyimpangan dari standar prestasi yang telah 
ditentukan, dan kembali lagi ke fungsi perencanaan untuk periode berikutnya. 
Berdasarkan pengertian fungsi manajemen pengawasan tersebut, 
penelitian ini menyoroti fungsi pengawasan dengan unsur-unsur yang menjadi 
langkah-langkah kegiatan pengawasan yang terdiri atas, mengontrol 
pemanfaatan hasil kerja, menilai hasil kinerja, dan melakukan perbaikan, yang 
masing-masing unsur dianalisis sebagai berikut. 
a) Menilai Pemanfaatan Hasil Kerja 
Data hasil wawancara menunjukkan bahwa, banyak gedung sekolah di 
daerah pedalaman setelah dibangun tidak difungsikan dengan semestinya oleh 
masyarakat kampung karena mereka hidup berpindah-pindah. Hal ini 
merupakan suatu pemborosan dan kerugian bagi pemerintah yang membangun 
gedung sekola,h tetapi tidak dipergunakan. Selain itu ada ancaman bagi 
kemanan guru, dan ada sarana prasaran yang masih kurang bahkan sudah 
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rusak. Untuk mengetahui secara objektif akan kondisi masyarakat yang 
demikian perlu adanya sistem pengawasan terhadap penggunaan sarana 
prasarana dan jaminan kemanan bagi tenaga pendidik khususnya di daerah 
pedalaman. 
b) Menilai Kinerja 
Data hasil angket kontribusi empat aspek yang berpengaruh terhadap 
partisipasi pendidikan dasar adalah, masyarakat 19,60%, orang tua 13,10%, 
warga sekolah 9,10%, dan peserta didik sebesar 5,80% telah menunjukkan 
bahwa secara menyeluruh kinerja partisipasi sangat rendah. Aspek masyarakat 
sangat dominan memberi pengaruh terhadap kinerja. Oleh karena itu, perlu 
suatu sistem pengawasan penilaian yang akurat untuk mengawasi dan menilai 
kinerja masyarakat dalam manajemen partisipasi pendidikan dasar yang 
konsisten dan akurat. 
c) Penilaian untuk melakukan perbaikan 
Pada langkah ini seluruh kebijakan dan program yang telah 
dilaksanakan ditinjau kembali untuk melihat sejauh mana pelaksanaan telah 
berhasil. Apabila ada kekurangan dan penundaan maka perlu dibuat program 
yang sustainable atau berkelanjutan. Kenyataannya fungsi pengawasan 
dengan langkah tersebut jarang dilakukan sehingga terdapat banyak program 
yang tidak berkesinambungan dan selesai. 
9) Output (Hasil) 
Hasil yang diharapkan dari implementasi model manajemen partisipasi 
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pendidikan dasar di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat adalah 
sebagai berikut. 
1) Adanya acuan model partisipasi pendidikan dasar untuk 
diimplementasikan secara merata dan menyeluruh ke semua wilayah 
Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat.   
2) Partisipasi semua pihak (masyarakat, orang tua, sekolah, dan anak) sesuai 
fungsi dan peran masing-masing dapat berjalan baik.   
3) Orang tua memiliki pemahaman tentang pentingnya pendidikan untuk 
perubahan hidup yang lebih baik bagi anak-anaknya.  
4) Sebaran tenaga pendidik yang merata dan menyeluruh ke semua wilayah 
Kabupaten Manokwari Selatan.  
5) Kepemimpinan kepala suku dan kepala sekolah lebih menjamin iklim 
yang kondusif bagi keamanan guru dan kelancaran proses belajar 
mengajar di sekolah.  
6) Angka Partisipasi Sekolah semakin berkurang dan Angka Partisipasi 
Murni anak sekolah semakin tinggi. 
7) Peran pemerintah dalam pengadaan sarana prasarana dan finansial lebih 
menyeluruh dan merata ke semua wilayah Kabupaten Manokwari Selatan.  
8) Prestasi belajar peserta didik semakin meningkat yang berdampak kepada 
mutu pendidikan dasar semakin tinggi di Kabupaten Manokwari Selatan, 




Berikut ini digambarkan model manajemen partisipasi pendidikan dasar di 




(1) visi dan misi; (2) tenaga guru dan TU; (3) 
kalender kegiatan belajar mengajar tahunan; (4) 
ada dana BOS; (5) ada kurikulum; (6) bantuan 
pemerintah; (7) peserta didik; (8) budaya sekolah 







(1) potensi lahan pertanian, (2) daerah wisata, (3) jenis 
satwa, (4) dukungan pemerintah daerah, (5) 
perkebunan, (6) peternakan. 
1. Keputusan







1. Menilai Pemanfaatan hasil Kerja
2. Menilai Kinerja
3. Penilaian untuk melakukan perbaikan
1. Sebagai acuan model partisipasi pendidikan 
dasar 
2. Partisipasi masyarakat, orang tua, sekolah 
dan anak meningkat
3. Pemahaman orang tua meningkat 
4. Sebaran tenaga pendidik merata 
5. Kepemimpinan kepala suku dan kepala 
sekolah membaik 
6. APS dan APM  meningkat
7. Peran pemerintah merata 




Gambar 13. Manajemen Pendidikan Dasar yang Dipandang Efektif di 




Berdasarkan gambar tersebut perlu dianalisis secara mendetail langkah-
langkah manajemen peningkatan partisipasi pendidikan dasar yang efektif untuk 
diimplementasikan secara merata dan menyeluruh ke semua wilayah Kabupaten 
Manokwai Selatan, Provinsi Papua Barat sebagai berikut.  
 
1) Perencanaan  
Terry (1958) mendefinisikan perencanaan adalah pemilih fakta dan 
penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan 
untuk masa yang akan datang dengan jalan merumuskan kegiatan-kegiatan yang 
diperlukan untuk mencapai tujuan (Sukarna, 2011). Langkah-langkah kegiatan 
yang dimaksud yaitu: (a) pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak 
yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan dasar (umum), dan khususnya 
di daerah pedalaman yaitu masyarakat dan orang tua; (b) partisipasi warga sekolah 
perihal visi, misi, tujuan, dan sasaran pendidikan dasar (sekolah) yang jelas dan 
transparan kepada semua pihak, dan internal sekolah; menganalisis kebutuhan 
pendidikan dasar sesuai kebutuhan publik dan sekolah; (c) penyusunan program 
yang meliputi, pengembangan pendidikan dasar (buka sekolah baru), program 
pembelajaran sekolah dasar sesuai kurikulum dan muatan lokal, serta penambahan 
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Gambar 14. Proses Perencanaan MP3D yang Strategis 
 
Output dari model perencaan yang dilaksanakan diharapkan dapat 
menyuguhkan berbagai program kebijakan strategis yang dapat dilakukan dalam 
proses manajemen peningkatan partisipasi pendidikan dasar, sehingga efektif. 
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Penjelasan tentang fungsi manajemen perencanaan dipaparkan pada Gambar 14.  
Berdasarkan gambar di atas dalam melakukan perencanaan strategsi 
membutuhkan langkah-langkah sebagai berikut.  
Pertama, merencanakan dalam diskusi dan dialog bersama tentang apa 
keputusan tujuan yang mau dicapai? Apa metode yang dipakai untuk mencapai 
tujuan itu? Program apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan itu? Siapa 
yang melaksanakan program tersebut? Berapa anggaran yang dibutuhkan? Apa 
saja sarana prasana yang perlu untuk menunjang pelaksanaannya? Kapan dimulai 
dan kapan selesai? Selain itu harus memperhatikan bahwa ada klasifikasi tujuan 
menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang harus dicapai bersama-
sama.  
Kedua, yaitu memutuskan bersama berbagai kebijakan yang harus menjadi 
acuan dan pedoman, dan berbagai kebijakan lainnya dengan melakukan 
pendekatan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan partisipasi warga 
sekolahnya, dan pendekatan sumber daya manusia dengan merumuskan kebijakan 
yang mengacu kepada proses perumusan kebijakan pendidikan sebagai berikut. 
Tujuan (goal), rencana (plans), program (programme), keputusan (descision), dan 
dampak (effects). Pentingnya pengambilan keputusan bersama merupakan 
komitmen bagi setiap anggota yang terlibat dalam pengambilan keputusan 
tersebut untuk setia dan taat melaksanakan semua kebijakan yang telah ditetapkan 
baik berupa konsep peraturan maupun dalam bentuk program kerja. 
Ketiga adalah menganalisis berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan 
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masa depan pembangunan hidup masyarakat, orang tua, serta peserta didik apakah 
peningkatan partisipasi pendidikan dasar dapat memberi manfaat dan keuntungan 
atau hanya merusak tatanan partisipasi masyarakat dan karakteristik hidup 
masyarakat khususnya di pedalaman yang bersifat berpindah-pindah. Di lain 
pihak menganalisis kebutuhan sekolah yang bertujuan menyediakan jasa 
pelayanan di bidang pendidikan agar dapat memberikan yang terbaik dalam 
pengabdian meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pendidikan di 
sekolah bagi generasi muda. Hal ini amat penting agar tidak ada angka putus 
sekolah yang tinggi.  
Keempat adalah penyusunan dan penetapan program yang perlu untuk 
menjadi substansi dasar dalam mewujudkan keseluruhan perencanaan tersebut, 
dengan ketentuan jadwal dimulai dan batas waktu penyelesaiannya. 
Langkah-langkah tersebut merupakan kesatuan perencanaan program 
MP3D yang komprehensif dan strategis. Apabila semua program tersebut dapat 
dilaksanakan dengan sistem pengelolaan yang baik maka akan menghasilkan 
suatu sistem partisipasi pendidikan dasar yang efektif dan merata sehingga mutu 
pendidikan di Kabupaten Manokwari Selatan akan meningkat. 
 
a) Penetapan Tujuan MP3D 
Tujuan merupakan arah dari suatu program kegiatan pada setiap lembaga 
baik pemerintah maupun swasta. Pendidikan dasar merupakan suatu institusi yang 
menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, baik orang tua, 
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para tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik maupun pemerintah. Hal ini 
membutuhkan suatu sistem manajemen partisipasi yang memungkinkan semua 
pihak ikut ambil bagian dalam meningkatkan pendidikan dasar tersebut. Supaya 
partisipasi dapat terarah maka perlu ada penetapan tujuan. Ada beberapa tujuan 
yang diklasifikasikan sebagai berikut. (1) Tujuan umum, yang terdiri atas tujuan 
masyarakat (orang tua), tujuan organisasi sekolah, tujuan fungsional, dan tujuan 























Gambar 15. Penetapan Tujuan MP3D (sumber: Modifikasi Batmyanik, 
2018) 
 
Output dari model analisis kebijakan di bidang penetapan tujuan tersebut 
diharapankan dapat memberikan formulasi tujuan dan arah pengembangan model 
pendidikan satap yang jelas. Penjelasan tentang model penetapan tujuan 
dipaparkan pada gambar di atas. 
 
b) Pengambilan Keputusan 
Data penelitian menunjukkan bahwa, pada partisipasi pendidikan dasar di 
pedalaman masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang 
berkaitan dengan masalah pengembangan pendidikan dasar, khususnya di 
pedalaman. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana anak-anak di pedalaman 
dapat sekolah. Masalah tersebut sangat berkaitan erat dengan dinamika hidup 
masyarakat di pedalaman. Oleh sebab itu, perlu melibatkan masyarakat dan orang 
tua dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah pengembangan 
pendidikan dasar. Tentu selama ini masyarakat tidak dilibatkan karena sering 
berpindah-pindah dan orang tua pada waktu mencari makan, anak dibawa serta 
sehingga kampung kosong. Banyak kebijakan diputusakan sendiri oleh pihak 
sekolah. Selain itu, karasteritik kepimpinan kepala suku dan kepala sekolah yang 
lebih bersifat otoriter maka keputusan bersama tidak dapat dilakukan. Jika 
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masyarakat tidak dilibatkan maka persoalan pendidikan dasar di daerah 
pedalaman tidak akan maju. Dampaknya semua program pendidikan dasar macet. 
Untuk itu perlu melibatkan masyarakat dan orang tua untuk ikut dalam 
pengambilan keputusan. 
Cohen dan Uphoff (Astuti, 2011) menyatakan bahwa, partisipasi dalam 
pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan dengan gagasan atau ide yang 
menyangkut kepentingan bersama, yang wujudnya antara lain seperti ikut 
menyumbangkan gagasan atau pemikiran, hadir dalam rapat, diskusi, dan 
menyampaikan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. 
Menurut Terry (Ibnu, 2000) ada lima dasar pengambilan keputusan 
meliputi hal-hal berikut. Pertama intuisi, yaitu keputusan berdasarkan perasaan 
subjektif dari pengambil keputusan. Kedua rasional, pengambilan keputusan 
bersifat objektif, logis, transparan, dan konsisten karena berhubungan dengan 
tingkat pengetahuan seseorang dan keputusan yang bersifat rasional banyak 
berkaitan dengan pertimbangan dari segi daya guna. Ketiga fakta yaitu 
pengambilan keputusan yang didasarkan pada kenyataan objektif yang terjadi 
sehingga keputusan yang diambil dapat lebih sehat, solid, dan baik, serta ada yang 
berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan itu didukung oleh sejumlah 
fakta yang memadai. Kemudian wewenang yakni pengambilan keputusan ini 
didasarkan pada wewenang dari manajer yang memiliki kedudukan lebih tinggi 
dari bawahannya dan banyak sekali keputusan yang diambilnya karena wewenang 
(authority) yang dimilikinya. Yang terahkir, pengalaman yaitu pengambilan 
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keputusan yang didasarkan pada pengalaman seorang manajer dan kerap kali 
terjadi sebelum mengambil keputusan, pimpinan mengingat-ingat apakah kasus 
atau permasalahan semacam ini pernah terjadi. 
Proses untuk mengambil keputusan dimulai dengan mendefinisikan apa itu 
manajemen peningkatan partisipasi pendidikan dasar, menganalisis situasi dan 
kondisi lingkungan, mengembangkan ide-ide yang bertujuan sebagai solusi untuk 
realisasi manajemen peningkatan partisipasi pendidikan dasar, menganalisis ide-
ide solusi tersebut, kemudian mengambil keputusan, lalu 
mengimplementasikannya. 
Output yang diharapkan dari proses pengambilan keputusan adalah 
tersedia berbagai rumusan kebijakan berupa hasil solusi yang berkaitan dengan 
keseluruhan proses peningkatan masalah pendidikan dasar yang masih rendah dan 
tidak merata di Kabupaten Manokwari Selatan dapat ditingkatkan. manajemen 
peningkatan partisipasi pendidikan dasar, sehingga terjamin dasar yuridis dan 
berbagai regulasi lembaga yang menjamin efektivitas pengelolaanya pada seluruh 
bidang. Penjelasan tentang model manajemen formulasi kebijakan dipaparkan 















Gambar 16. Proses Pengambilan Keputusan MP3D 
 
c) Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan dalam rangka manajemen peningkatan partisipasi 
pendidikan dasar dilakukan melalui pendekatan kebutuhan masyarakat dan 
pendekatan sumber daya manusia yang merupakan karakteristik kebijakan 
pendidikan yang harus dikonsepkan secara yuridis dan bertujuan memproduksi 
SDM, yang berkualitas. Pada pendekatan kepada masyarakat, yaitu dengan 
meperhatikan aspek pemerataan pendidikan, daya tampung di sekolah, relevansi 
dengan kebutuhan daerah, bermutu, dan efektif. Sedangkan pendekatan sumber 
daya manusia, dalam merumuskan kebijakan hendaknya memperhatikan program 
apa yang baik dan tepat, keputusan mana yang adil, dampak dari program 
tersebut, tujuannya, dan renaca selanjutnya. 
Apapun bentuk kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan selalu 
disandingkan dengan kebijakan pendidikan yang merujuk kepada karakteristik 
kebijakan publik di bidang pendidikan yaitu, pertama kebijakan itu mempunyai 
tujuan mendidik yaitu output (SDM) yang berkualitas sesuai dengan tujuan 
pendidikan nasional; kedua tujuan yang hendak dicapai tersebut harus 
direncanakan secara matang dan spesifik operasionalnya untuk mencapai tujuan; 
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ketiga memiliki landasan yuridis dalam pengertian bahwa ada payung hukum 
yang menjamin pelaksanaan model manajemen kebijakan pendidikan tersebut 
sehingga output-nya sah dan diakui, keempat memiliki berbagai program yang 
telah dirancang dan diramu dalam suatu paket pendidikan dan pembinaan sebagai 
cara-cara dari yang berwenang untuk mencapai tujuan; kelima semua tindakan 
untuk membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program, dan keenam 
yaitu akibat-akibat dari program yang akan dijalankan baik yang diinginkan atau 
disengaja maupun tidak disengaja, baik yang primer maupun yang sekunder 
(Rohman, 2012). Keseluruh proses formulasi kebijakan pendidikan tersebut 
merupakan bentuk konkret dari kebijakan model pendidikan satap yang legal. 
Output yang diharapkan dari proses analsis kebutuhan manajemen 
peningkatan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Manokwari Selatan dalam 
menghasilkan berbagai kebijakan sebagai program pelaksanaan partisipasi 

















Gambar 17. Proses Formulasi Kebijakan MP3D  
(Sumber: Batmyanik, 2018) 
 
d) Rancangan Program MP3D 
Proses rancangan manajemen peningkatan pendidikan dasar tidak secara 
otomatis tersusun atau terprogram dan siap dilaksanakan, tetapi perlu suatu proses 
untuk menyusun rancangan program yang dapat melibatkan semua aspek 
partisipasi yaitu, masyarakat, orang tua, warga sekolah, dan peserta didik. Dalam 
perencanaan rancangan program MP3D peran masyarakat termasuk orang tua 
dijadikan satu, peran warga sekolah berdiri sendiri dan peran peserta didik lebih 
dipahami sebagai subjek yang merupakan sasaran dari program tersebut.  
Pada tahap pertama peran serta masyarakat/orang tua diklasifikasikan 
mejadi dua yaitu partisipasi dalam pelaksanaan pendidikan dasar yang terdiri atas 
pembiayaan dan sumbangan tenaga dalam pengadaan bangunan sekolah dan lain 
lain, sedangkan partisipasi dalam kebijakan pendidikan dasar terdiri dari ikut 
berperan aktif dalam perencanaan, pengawasan, dan pengendalian program 
persekolahan, penyusunan RAPBS sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan 
masyarakat itu sendiri melalui organisasi dewan/komite sekolah (Engkoswara dan 
Komariah, 2012).  
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Pada tahap peran serta warga sekolah dijabarkan menjadi tiga yaitu, kepala 
sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Imron (2003) menyatakan bahwa 
program kepala sekolah adalah (1) mampu memberdayakan guru dan pegawai 
untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. (2) 
Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan. (3) Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat 
sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan 
sekolah dan pendidikan. (4) Berhasil menerangkan prinsip kepemimpinan yang 
sesuai dengan kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah. (5) Bekerja dengan 
tim manajemen; dan (6) Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif 
sesuai dengan ketentuan–ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut 
Sutisna (1978) program guru dan pegawai hendaknya merujuk kepada: (1) guru 
yang meliputi program-program berikut. (a) Hadir di ruang kelas sesuai dengan 
daftar pelajaran, menandatangani bukti kehadiran yang telah disediakan serta 
mengisi buku agenda kelas. (b) Merencanakan dan melaksanakan manajemen 
guru, mulai dari membuat program, melaksanakan analisis, evaluasi serta tindakan 
lanjutan. (c) Melaksanakan kegiatan pembelajaran secara meyakinkan dengan 
penuh percaya diri, mulai dari persiapan mengajar, menguasai materi, metode 
yang bervariasi, mengelola kelas dengan baik dan menyenangkan. (d) Berusaha 
meningkatkan efektivitas mengajar, mencari cara baru dalam meayampaikan 
materi dan memberi motivasi kepada siswa. (e) Yakin bahwa siswanya bisa 
belajar dan berprestasi. (f) Memberi latihan dan nilai secara objektif, yang 
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merencanakan pada hasil akademis. (2) TU meliputi tugas-tugas berikut. (a) 
Pegawai tata usaha hadir di ruang kerjanya sesuai dengan waktu yang sudah 
ditentukan. (b) Membuat dan melaksanakan semua manajemen sekolah demi 
kelancaran proses belajar mengajar (PBM). (c) Punya keyakinan bahwa semua 
guru bertugas dengan baik tanpa ada hambatan dan siswa pun dapat belajar 
dengan lancar. (d) Turut menekankan pada hasil akademis. (e) Memperkuat 
kebijakan sekolah dan kebijakan daerah; (f) Menunjukkan profesionalisme dalam 
bekerja. (g) Turut serta secara kontinu dalam pengelolaan dan pengambilan 
keputusan. 
Pada tahap program partisipasi siswa menurut Sutisna (1978) program 
siswa adalah sebagai berikut. (1) Siswa hadir ke sekolah dan pulangnya sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan. (2)  Siswa meneati peraturan sekolah dan 
aturan daerah. (3) Siswa menjalankan tugas dan kewajiban tepat waktu. (4) Siswa 
bertnggung jawab dalam melakukan aktivitas. (5) Siswa mampu mencapai hasil 
belajar dan keterampilan yang esensial. (6) Siswa mampu menunjukkan perilaku 
yang positif dan berakhlak mulia. (7) Siswa dilibatkan dalam pengelolaan dan 

















Gambar 18. Program Partisipasi MP3D 
 
Output yang diharapakan dari program partisipasi masyarakat/orang tua, 
warga sekolah, dan peserta didik tersebut akan mewujudkan pencapaian tujuan 
manajemen peningkatan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Manokwari 
Selatan yang efektif, merata, dan menyeluruh. Gambar di atas menampilkan 
seluruh analisis tersebut. 
 
 
2) Pelaksanaan  
Supandi menyatakan bahwa, dalam kaitan dengan sebuah kebijakan partisipasi 
pendidikan maka implementasi dipahami sebagai proses menjalankan, 
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menyelenggarakan, atau mengupayakan agar alternatif-alternatif yang telah 
diputuskan melalui perencanaan di dalam praktik diimplementasikan secara nyata 
(Rusdiana, 2015). Dengan demikian implementasi mengandung pengertian 
bahwa, implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai proses menjalankan 
keputusan kebijakan (Rohman, 2012). Fungsi pelaksanaan tersebut meliputi tiga 
unsur utama, yaitu: (a) komunikasi internal dan eksternal yang harus dilakukan 
demi kelancaran pelaksanaan program; (b) sumber daya yang terdiri atas: (1) 
rekrutmen tenaga eksternal masyarakat dan orang tua; dan tenaga internal yang 
meliputi warga sekolah dan peserta didik, (2) biaya, dan (3) sarana prasarana; (c) 
koordinasi horisontal, vertikal, dan fungsional; dan (d) kepemimpinan dengan 
sikap demokratis yang harus diwujudkan agar menjamin pelaksanaan semua 
program yang telah direncanakan. 
Output yang diharapkan dari fungsi pelaksanaan yang meliputi langkah 
kegiatan komunikasi, sumber daya, koordinasi, dan kepemimpinan dapat 
mewujudkan pelaksanaan program manajemen peningkatan partisipasi pendidikan 
dasar di Kabupaten Manokwari Selatan secara efektif, merata, dan menyeluruh. 



























Gambar 19. Proses Pelaksanaan MP3D 
a) Komunikasi  
Unsur komunikasi sangat vital dalam interaksi hidup masyarakat khususnya 
dalam menjamin tercapainya partisipasi dari semua pihak. Tanpa komunikasi 
partisipasi tidak akan tercapai. Ada dua arah komunikasi yaitu komuniasi vertikal 
dan komunikasi horisontal. Menurut Muhammad (1995) komunikasi vertikal 
bertujuan untuk: (a) informasi masalah, menjelaskan masalah-masalah pekerjaan 
yang tidak terpecahkan yang mungkin memerlukan bantuan tertentu; (b) 
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menawarkan saran-saran atau ide-ide, guna penyempurnaan unitnya masing-
masing atau organisasi secara keseluruhan; (c) menyampaikan keluhan, 
menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan mereka mengenai pekerjannya, 
teman sekerjanya dan organisasi. Sedangkan Wayne (2005) menyatakan bahwa 
komunikasi horisontal bertujuan untuk hal-hal berikut. (a) Mengoordinasi tugas-
tugas, kepala bagian dalam suatu organisasi kadang-kadang perlu mengadakan 
rapat untuk mendiskusikan bagaimana tiap-tiap bagian memberikan kontribusi 
dalam mencapai tujuan organisasi. (b) Saling memberikan informasi untuk 
perencanaan dan aktivitas-aktivitas (c) Pemecahan masalah yang timbul di antara 
orang-orang yang berada dalam tingkatan yang sama; (d) Menyelesaikan konflik 
di antara anggota yang berada dalam bagian organisasi dan juga antara bagian satu 
dengan bagian lainnya. (e) Menjamin pemahaman yang sama, bila perubahan 
dalam suatu organisasi diusulkan maka perlu adanya pemahaman yang sama 
antara unit-unit organisasi atau anggota unit organisasi tentang perubahan itu. (f) 
Mengembangkan dukungan interpersonal. Komunikasi baik vertikal maupun 
horisontal berfungsi untuk menjelaskan program yang akan dilaksanakan secara 
jelas untuk dipahami agar mudah untuk dilaksanakan oleh semua pihak.  
Output yang diharapkan dari komunikasi dalam pelaksanaan manajemen 
peningkatan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Manokwari Selatan adalah 
memberi informasi yang jelas tentang program yang akan dilaksanakan dalam 
rangka meningkatkan partisipasi pendidikan dasar yang efektif, merata, dan 

























Gambar 20. Proses Komunikasi MP3D 
 
b) Sumber Daya 
 Alokasi sumber daya merupakan faktor penentu program manajemen 
peningkatan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Manokwari Selatan. Ada 
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tiga unsur utama dalam sumber daya yaitu, sumber daya manusia, biaya, dan 
sarana prasarana.  
(1) Sumber Daya Manusia 
Sumber daya, merupakan salah satu aspek utama dalam menentukan mutu 
dan kelancaran proses pelaksanaan MP3D, maka perlu ada pengelolaan secara 
menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga 
pendidikan (Rusdina, 2013). Sumber daya manusia dalam sistem perencanaan 
fungsi manajemen peningkatan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten 
Manokwari Selatan lebih bersifat mikro, dalam arti perencanaan SDM ini pada 
tingkat lokal yang meliputi tenaga masyarakat dan warga sekolah. Pengertian 
perencanaan sumber daya manusia pendidikan lokal adalah perencanaan yang 
mencakup berbagai kegiatan untuk perencanaan pendidikan tingkat kota atau 
kabupaten tertentu saja (Nurul Ulfatin, 2016:33). Tujuannya untuk 
mentransformasikan strategi dan rencana ke dalam kebutuhan-kebutuhan sumber 
daya manusia dari organisasi, yaitu mengidentifikasi dan menggarisbawahi 
pekerjaan yang tepat, jenis yang tepat dan dengan demikian juga jumlah yang 
tepat dari pekerja (Rowley dan Jackson, 2012). Usaha untuk mencapai tujuan 
perencanaan sumber daya manusia yaitu proses memilih sejumlah kegiatan untuk 
ditetapkan sebagai suatu keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, 
kapan, bagaimana, dan siapa yang akan melakukan, terdapat sejumlah langkah 
perencanaan yang harus dilalui yaitu: prakiraan (forecasting), perumusan tujuan 
(objectives), kebijakan (policy), langkah-langkah (procedure), pemrograman 
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(programming), penjadwalan (schedule), dan pembiayaan (budgeting) (Imron, 
2011). Adapun sumber daya manusia lokal yang dimaksud adalah sumbangan 
tenaga sukarela dari masyarakat dan tenaga pendidik dan kependidikan dari warga 
sekolah. 
(2) Biaya 
Perencanaan biaya yang dimaksudkan dalam pengelolaan lembaga 
pendidikan satap mencakup semua jenis pengeluaran yang berkenan dengan 
penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga 
(yang dapat dihargakan dengan uang) (Supardi, 2010). Adapun biaya pendidikan 
yang dimaksud meliputi: (a) biaya langsung (direct cost) yaitu biaya yang 
dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa, 
berupa pembelian sarana pelajaran, gaji guru dan staf lainnya, baik yang 
dikeluarkan oleh pemerintah maupun orang tua siswa, sedangkan biaya tak 
langsung berupa keuntungan hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya 
kesempatan yang dikorbankan oleh siswa selama belajar (Rusdiana, 2013). 
Pemerintah pusat melalui Mendiknas telah memberi jaminan anak usia sekolah (7 
sampai 12 tahun) dapat mengenyam pendidikan tanpa membayar, tetapi masih 
banyak anak Papua yang belum mendapat layanan pendidikan.  
Biaya yang dibutuhkan dalam kaitan dengan manajemen peningkatan 
partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Manokwari Selatan bersumber pada 
pembayaran SPP, dari orang tua dan sumbangan masyarakat, dan subsidi 
pemerintah berupa dana BOS.   
260 
 
(3) Sarana Prasarana 
Sarana prasarana (sarpras), yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program 
manajemen peningkatan partisipasi pendidikan dasar terbagi dua, yaitu sarana 
prasarana untuk seluruh aktivitas pendidikan di sekolah dan sarpras untuk 
pembinaan di asrama yang merupakan dormitory siswa. Sarpras untuk sekolah 
terdiri atas ruang belajar (rombel), ruang laboratorium IPA dan IPB, ruang 
perpustakaan, aula dan ruang guru, dan seluruh perabot lainnya.  
Sarana penunjang lainnya seperti perangkat olah raga dan kesenian, lahan 
pelatihan keterampilan untuk pertanian dan perkebunan, bengkel untuk 
keterampilan teknik dan elektronik, dan lain-lain. Semua pangadaan sarana 
prasarana tersebut menjadi hak dan wewenang pemerintah daerah. Oleh sebab itu, 
perlu suatu lokasi yang cukup representatif dalam menyiapkan ruang yang luas 
sehingga pengembangan pendidikan dan pembinaan cukup mendapat kemudahan 
dari sisi ruang yang memungkinkan perkembangan penambahan sarana prasarana 
pendidikan dan pembinaan.  
Menurut PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan 
merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal 
tentang ruang belajar, tempat olah raga, tempat beribadah, perpustakaan, 
laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan rekreasi, serta 
sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, 
termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Inilah standar minimal 
sarana prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Mendiknas, yang 
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perlu diperhatikan dalam mengelola sebuah institusi pendidikan. 
Adapun sarpras yang disediakan oleh masyarakat adalah gedung sekolah, 
rumah guru, dan berbagai perabot lainnya. Namun, dewasa ini kenyataannya 
semua perabot sekolah termasuk rumah guru disediakan oleh pemerintah. 
Output yang diharapkan melalui alokasi sumber daya dalam kaitan dengan 
manajemen peningkatan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Manokwari 
Selatan adalah tersedia sumber daya yang memadai agar memberi jaminan yang 
layak untuk peserta didik dapat belajar baik dan meraih prestasi yang memuaskan. 














Gambar 21. Proses Alokasi Sumber Daya MP3D 
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c) Koordinasi   
Koordinasi merupakan salah satu elemen utama dalam partisipasi. Partisipasi 
tanpa koordinasi adalah mustahil. Menurut White (dalam Inu Kencana, 2011) 
koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha 
menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, 
sehingga masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada 
keseluruhan hasil. Selanjutnya koordinasi menurut Djamin (dalam Hasibuan, 
2011) diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam 
pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling 
membantu, dan saling melengkapi. Dengan demikian, koordinasi dapat diartikan 
sebagai suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun 
kegiatan dalam suatu organisasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir 
daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya koordinasi dengan cara 
yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien).  
Koordinasi dimaksudkan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan 
dari satuan-satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak 
sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk 
mencapai tujuannya. Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 
koordinasi adalah proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan 
atau unsur (yang terlihat dalam proses) pemerintahan yang berbeda-beda pada 
dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi, dan kepentingan antarpemerintah yang 
diperintah, sehingga di satu sisi semua kegiatan di kedua belah pihak terarah pada 
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tujuan pemerintahan yang ditetapkan bersama dan di sisi lain keberhasilan pihak 
yang satu tidak dirusak keberhasilan pihak yang lain.  
Menurut Kencana (2011), ada tiga bentuk koordinasi yaitu: (a) koordinasi 
horizontal yakni penyelarasan kerja sama secara harmonis dan sinkron 
antarlembaga yang sederajat; (b) koordinasi vertikal yakni penyelarasan kerja 
sama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi 
kepada lembaga-lembaga lain yang derajatnya lebih rendah; dan (c) koordinasi 
fungsional yaitu penyelarasan kerja sama secara harmonis dan sinkron 
antarlembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya 
antarsesama kepala bagian hubungan masyarakat. 
Menurut Handayaningrat (1989) ciri-ciri koordinasi adalah sebagai 
berikut. (a) Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. (b) Koordinasi 
adalah suatu usaha kerja sama. (c) Koordinasi adalah proses yang terus-menerus 
(continues process). (d) Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. (e) 
Konsep kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. (f) Tujuan koordinasi 
adalah tujuan bersama (common purpose).  
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa koordinasi memiliki ciri yaitu 
suatu proses dalam melakukan kerja sama yang merupakan konsep kesatuan 
tindakan yang dilakukan secara teratur dan tanggung jawab terletak pada 
pimpinan. Pernyataan ini dapat memberi suatu pemahaman yang jelas bahwa 
koordinasi merupakan salah satu elemen pokok yang sangat menentukan 
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keberhasilan proses pelaksanaan manajemen peningkatan partisipasi pendidikan 
dasar di Kabupaten Manokwari Selatan.  
Koordinasi sangat diperlukan dalam meraut kesatuan semua aspek yang 
sangat berpengaruh terhadap partisipasi pendidikan dasar yaitu masyarakat, orang 
tua, warga sekolah, dan peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Manokwari Selatan masih rendah dan 
tidak merata karena tidak ada koordinasi yang dapat menjadi jembatan menuju 
terciptanya kerja sama. 
Output yang diharapkan dari proses koordinasi dalam kaitan dengan 
manajemen peningkatan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Manokwari 
Selatan adalah terwujudnya suatu kerja sama antar-semua-pihak yang ambil 
bagian dalam usaha manajemen peningkatan partisipasi pendidikan dasar 
sehingga dapat berjalan efektif dan merata serta menyeluruh ke semua wilayah 
Kabupaten Manokwari Selatan. Berikut ini ditampilkan gambar yang melukiskan 





















Gambar 22. Proses Koordinasi MP3D 
 
d) Kepemimpinan 
Kepemimpinan dalam program manajemen peningkatan partisipatif sangat 
penting. Menurut Tead (dalam Karjadi, 1981) ―Kepemimpinan adalah kegiatan 
untuk memengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama guna mencapai tujuan 
tertentu yang bermanfaat atau perlu.‖ Sedangkan menurut Wahjosumidjo (1985) 
―Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang dalam memengaruhi perilaku 
orang lain dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan organisasi di dalam 
situasi tertentu.‖ Selanjutnya Davis (dalam Thoha, 1983) memberikan pengertian 
kepemimpinan dengan mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan 
untuk memengaruhi orang lain dengan rasa bersemangat demi tercapainya tujuan 
yang telah ditentukan, kepemimpinan adalah faktor manusia yang mengikat satu 
kelompok secara bersama-sama dan mendorong mereka ke suatu tujuan.  
Berdasarkan beberapa pengertian tentang kepemimpinan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses kegiatan atau 
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aktivitas dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Kepemimpinan pada 
dasarnya merupakan inti dari fungsi manajemen yaitu proses pengarahan sumber 
daya untuk mencapai tujuan. G. R. Terry, tetapi lebih tegas lagi Pfiffner dan 
Presthus, serta A. Gary Yukl (dalam Tjokroamidjojo, 1985) menyatakan bahwa: 
―kepemimpinan adalah pengoordinasian dan pemotivasian individu maupun 
kelompok untuk mencapai suatu tujuan.‖  Burt Nanus (1992) mengungkapkan ada 
empat peran yang harus dimainkan oleh pemimpin  dalam melaksanakan 
kepemimpinannya, yaitu: (a) peran penentu arah (direction setter); (b) agen 
perubahan (agent of change); (c) juru bicara (spokesperson); dan (d) pelatih 
(coach).  
Berdasarkan uraian tersebut Kotter (1990) menegaskan bahwa fungsi 
kepemimpinan dalam manajemen partisipatif tidak sama dengan fungsi manajer, 
sebab fungsi manajer adalah: (a) perencanaan dan anggaran belanja; (b) 
pengorganisasian dan staffing; (c) Pengendalian dan problem solving; dan (d) 
penghasil predictability dan order, dan secara konsisten mencapai hasil yang 
diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan tugas pemimpin 
adalah (a) pengarahan dengan mengembangkan visi tentang masa depan, sering 
kali masa depan yang jauh, dan merumuskan strategi untuk merealisasikan visi 
tersebut; (b) penggalangan dukungan; (c) menumbuhkan motivasi dan aspirasi; 
dan (d) tujuan utama yaitu menghasilkan perubahan. 
Likert (dalam Thoha, 1995) merekam empat jenis gaya kepemimpinan 
yang didasarkan pada peluang anggota untuk berpartisipasi dalam pembuatan 
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keputusan organisasi. (a) Gaya eksploitatif–otoritatif, dalam hal ini pemimpin 
bersifat eksploitatif kepada anggota dengan cara menciptakan ketakutan dan juga 
ancaman hukuman kepada para anggota. Dia melakukan komunikasi satu arah 
saja, dan tidak pernah meminta keterlibatan anggota dalam merumuskan 
kebijakan. (b)  Gaya otoritatif yang baik hati (benevolent authoritative), 
sekalipun membuka saluran komunikasi ke atas, pemimpin dengan gaya ini 
mengabaikan gagasan anggota. Selain itu dia masih sering menciptakan ketakutan 
dan hukuman, sehingga bawahan tetap tidak merasa bebas. (c) Gaya konsultatif, 
dengan gaya ini pemimpin membuka partisipasi bagi para anggota, tetapi dia 
sendirilah yang pada akhirnya membuat keputusan. (d) Gaya partisipatif, dalam 
hal ini pemimpin memberikan kepercayaan penuh kepada para anggota dengan 
mempersilakan anggota untuk menetapkan tujuan dan merencanakan kegiatan 
organisasi, sehingga para anggota tersebut merasa bebas. Gaya yang terakhir, 
yaitu partisipatif yang paling efektif untuk diterapkan guna mencapai tujuan 
partisipatif.  
Kaho (1997) menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi 
pada empat jenjang, yaitu: 1) partisipasi dalam proses pembuatan keputusan; 2) 
partisipasi dalam pelaksanaan; 3) partisipasi dalam pemanfaatan hasil; dan 4) 
partisipasi dalam pengawasan dan evaluasi. Pentingnya partisipasi masyarakat 
dilaksanakan menurut pendapat Conyers (terjemahan Zainal, 1991) didasarkan 
kepada ketiga alasan utama yaitu: (a) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat 
guna memperoleh informasi mengenai kondisi, keutuhan, dan sikap masyarakat 
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setempat; (b) masyarakat akan lebih memercayai proyek atau program 
pembangunan jika dilibatkan dalam proyek persiapan dan perencanaannya karena 
mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai 
rasa memiliki terhadap proyek tersebut; dan (3) Adanya anggapan bahwa suatu 
hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat 
mereka sendiri.   
Untuk melaksanakan partisipasi masyarakat tersebut, Maskun (1994) 
menyatakan bahwa banyak sekali ditentukan oleh: 1) Kebutuhan masyarakat; 2) 
ketertarikan masyarakat; 3) adat istiadat; dan 4) Sifat-sifat komunal yang 
mengikat setiap anggota masyarakat satu sama lain. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan seseorang, baik mental, 
emosional maupun fisik dalam situasi kelompok tertentu yang mendorong untuk 
mendukung atau menunjang tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta 
bertanggung jawab atas keberhasilan tujuan tersebut. Partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan mengandung pengertian keterlibatan aktif masyarakat dalam 
suatu kegiatan bersama baik fisik, mental, maupun emosional, untuk mencapai 
tujuan kelompok atau komunitas masyarakat bersangkutan.  
Data hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat kepemimpinan kepala suku 
dan kepala sekolah lebih bersifat otoriter atau ekstrem kiri yang menurut Likert 
(Thoha, 1995) menyebabkan orang lain atau masyarakat tidak ikut serta ambil 
bagian dalam keputusan, penyusunan program, dan pengawasannya sehingga 
partisipasi tidak berjalan. Gaya kepemimpinan partisipatif lebih ekstrem kanan 
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yakni pemimpin memberi ruang yang cukup kepada anggota atau masyarakat 
untuk ikut dalam pengambilan keputusan, penyusunan program, pengawasan 
pelaksanaan program, serta mengevaluasinya. Oleh sebab itu, model 
kepemimpinan partisipatif dalam kaitan dengan manajemen peningkatan 
partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Manokwari Selatan adalah tepat untuk 
diterapkan. 
Output yang diharapkan dari proses kepemimpinan partisipatif dalam 
kaitan dengan manajemen peningkatan partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten 
Manokwari Selatan adalah terwujudnya iklim partisipatif masyarakat yang 
kondusuif dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dasar yang efektif, merata 














Gambar 23.  Proses Pelaksanaan Kepemimpinan MP3D 
3) Pengawasan 
Pengawasan menurut Terry (1958) merupakan sebuah proses kegiatan 
penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu 
pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-
perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan 
standar (Sukarna, 2011). Merujuk kepada pendapat Terry tersebut, maka fungsi 
pengawasan dipergunakan evaluasi Model CIPP. 
Model Evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam dan Shinkfield 
(1985) adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil 
keputusan (a decision oriented evaluation approach structured) untuk 
memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambil keputusan. 
Stufflebeam mengemukakan bahwa hasil evaluasi akan memberikan alternatif 
pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan. Model evaluasi CIPP ini 
terdiri atas 4 huruf yang merupakan empat langkah proses evaluasi yang diuraikan 
sebagai berikut. 
Tahap pertama, context evaluation to serve planning decision. Seorang 
evaluator harus cermat dan tajam memahami konteks evaluasi yang berkaitan 
dengan perencanaan keputusan, pengidentifikasian kebutuhan, dan perumusan 
tujuan program.  
Tahap kedua, input evaluation structuring decision. Segala sesuatu yang 
berpengaruh terhadap proses pelaksanaan evaluasi harus disiapkan dengan benar. 
Input evaluasi ini akan memberikan bantuan agar dapat menata keputusan, 
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menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mencari berbagai alternatif yang 
akan dilakukan, menentukan rencana yang matang, membuat strategi yang akan 
dilakukan dan memerhatikan prosedur kerja dalam mencapainya.  
Tahap ketiga, process evaluation to serve implementing decision. Pada 
evaluasi proses ini berkaitan dengan implementasi suatu program. Ada sejumlah 
pertanyaan yang harus dijawab dalam proses pelaksanaan evaluasi ini. Misalnya, 
apakah rencana yang telah dibuat sesuai dengan pelaksanaan di lapangan? Dalam 
proses pelaksanaan program adakah yang harus diperbaiki? Dengan demikian 
proses pelaksanaan program dapat dimonitor, diawasi, atau bahkan diperbaiki.  
Tahap keempat, product evaluation to serve recycling decision. Evaluasi 
hasil digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dikerjakan 
berikutnya. Apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat berkaitan dengan 
program yang digulirkan? Apakah memiliki pengaruh dan dampak dengan adanya 
program tersebut? Evaluasi hasil berkaitan dengan manfaat dan dampak suatu 
program setelah dilakukan evaluasi secara saksama.  
Manfaat model ini untuk pengambilan keputusan (decision making) dan 
bukti pertanggungjawaban (accountability) suatu program kepada masyarakat. 
Tahapan evaluasi dalam model ini yakni penggambaran (delineating), perolehan 
atau temuan (obtaining), dan penyediakan (providing) bagi para pembuat 
keputusan. 
Data hasil penelitian menunjukkan bahwa, hampir tidak dilakukan 
evaluasi model CIPP karena belum dipahami dan juga partisipasi belum 
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dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, melalui program manajemen 
peningkatan partisipasi pendidikan dasar yang hendak diterapkan di Kabupaten 
Manokwari Selatan tersebut akan semakin membuka wawasan masyarakat dan 
warga sekolah untuk menerapkan model evaluasi tersebut. 
Output yang diharapkan melalui model evaluasi CIPP tersebut adalah 
terwujudnya suatu sistem pengawasan yang terpadu dalam mengetahui, 
memperbaiki program MP3D yang lebih efektif, merata, dan menyeluruh. Berikut 
























Gambar 24.  Proses Pengawasan MP3D 
a) Penilaian Proses 
Tahap penilaian pelaksanaan program partisipasi mempergunakan model 
Process evaluation to serve implementing decision. Pada evaluasi proses ini 
berkaitan dengan implementasi suatu program (Stufflebeam dan Shinkfield, 
1985). Dalam model evaluasi proses tersebut sudah meliputi evaluasi kontkes dan 
input sehingga yang hendak dievaluasi adalah bagaimana keseluruhan proses 
pelaksanaan program partisipasi itu yang terdiri atas beberapa pertanyaan yang 
menjadi fokus penilaian yaitu: (a) apakah keputusan tentang program partisipasi 
sudah ditetapkan dan siap dilaksanakan; (b) semua sumber daya manusia sudah 
siap; (c) analisis biaya pelaksanaan gaji pekerja; (d) pembelian material dan 
jaminan keselamatan); (e) rancangan program kerja sesuai di lapangan; dan (f) 
prediksi kerusakan yang harus diganti. Penilaian secara sistematis tersebut 
membutuhkan persiapan penilaian yang cermat agar hasil evaluasi proses dapat 
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maksimal. Namun, sistem evaluasi yang demikian harus disesuaikan dengan 
kondisi lokal yang memiliki kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. 
Output yang diharapkan dari penilaian proses pelaksanaan program 
partisipastif adalah terwujudnya objektivitas penilaian yang maksimal dan 











Gambar 25. Proses Penilaian Pelaksanaan Program Partisipasi MP3D 
 
 
b) Proses Penilaian Produk MP3D 
 Evaluasi produk menurut Stufflebeam dan Shinkfield (1985) merupakan 
Product evaluation to serve recycling decision. Evaluasi hasil digunakan untuk 
menentukan keputusan apa yang akan dikerjakan berikutnya. Apa manfaat yang 
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dirasakan oleh masyarakat berkaitan dengan program yang digulirkan? Apakah 
memiliki pengaruh dan dampak dengan adanya program tersebut? Evaluasi hasil 
berkaitan dengan manfaat dan dampak suatu program setelah dilakukan evaluasi 
secara saksama. Manfaat model ini untuk pengambilan keputusan (decision 
making) dan bukti pertanggungjawaban (accountability) suatu program kepada 
masyarakat.  
Tahapan evaluasi dalam model ini yakni: (a) penggambaran (delineating), 
yang terdiri atas, proses pencapai produk melalui SDM yang profesional, biaya 
yang cukup, fasilitas yang memadai, waktu yang dipergunakan dengan baik, 
partisipasi seluruh masyarakat, dan dalam koordinasi kepemimpinan yang sehat; 
(b) perolehan atau temuan (obtaining) yang terdiri atas, kapasitas yang cukup, 
dipergunakan semestinya; dan (c)  penyediaan (providing) bagi para pembuat 
keputusan yang terdiri atas alternatif penggunaan, program perencanaan anggaran 
untuk pemeliharan dan pengembangannya (tambahan). 
Output yang diharapkan dari evaluasi produk program manajemen 
peningkatan partisipasi pendidikan dasar adalah menemukan suatu analisis produk 
yang dapat menjadi indikasi peningkatan partisipasi pendidikn dasar di Kabupaten 
manokwari Selatan yang berhasil. Berikut ini ditampilkan gambar yang memuat 















Gambar 26. Proses Evaluasi Produk MP3D 
 
Merujuk kepada analisis tentang fungsi-fungsi manajemen yang terdiri atas unsur-
unsur yang menjadi langkah-langkah kegiatan dari model manajemen peningkatan 
partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Manokwari Selatan tersebut, 
keefektifan dari suatu sistem atau pola partisipatif tidak dapat tercapai apabila 
salah satu komponen dari keseluruhan model manajemen peningkatan patisipasi 
pendidikan edasar tersebut diabaikan dalam penerapannya. Oleh sebab itu, sistem 
pengawasan atas perencanaan dan pelaksanaan harus konsisten dilakukan oleh 
pengawas dan komite sekolah. 
 
 
 
  
